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ABSTRACT

Palicy on land use rights must be in accordanice with national development objectives;
namely to achieve a prosperous and fair society are equally material and spirttual based on
Pancasila. Inctustry activities necessary to reform the fundamental change that is, changes in
nittional economic poligies to the people’s economy; and changes in the treatngen! of econontic
actors. While the legal aspecls of the land 15 concerned | mmong other things: a change or
conversion of the land very quickly ; wneven distribution ; wnd lack of planning, Several theories
for space agravian reform among other Legal Norms Theory Study (Stufen Theorie) ; Legal
Theory Two Faces (dag Doppelte Rechtsalitz) | Theory of Justice that are coenly distributed
( distributive justicel; and justice that ave wevamping or sepirir (corrective jusiice), Through
agrarian reform, land policy is expected that the centralized nature can no lon qer be maintained
- Formulation and regulution of land uze vights can be concluded: fursty the existence of the
nation as @ philosophical foundation conerete as well ns efforts to improoe and realize social
pestice for all Indonesian people: second, the establishmen! of Mie rule of law as an institution
nrust mieet the aspirations of the local conmmunity; thrd, setting the procirement and se of
land rights showld observe the principle of expedioncy, the principle of legal certmarhy mid the
pringiple of fustice in a harmenious mnd balinced.
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A. PENDAHULUAN

Pada era industrinlisasi dan globalisasi seperti sekarang ini pembaruan agraria
bernilai strategis karena bertujuan untuk mengatur kembali penguasaan, pemilikan,
penggunaan, dan pemanfaatan sumber daya agrarian khususnva tanah dalam rangka
tercapainya kepastian dan perlindungan hukum serta kendilan dan kemakmurin
bagi seluruh rakyat Indonesia, Industralisasi mendorong kebijakan pertanahan vang
semakin adaptif terhadap mekanisme pasar, namun belum diikuti dengan penguatan
akses rakyat dan masyarakat hulum lokal terhadap perolehan dan penggunisan tanah.
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Tantangan global di masa mendatang terhadap Undang-Undang Pokok Agraria
(LUPA) yang juga menuntut UUPA untuk dikaji ulang, direvisi disesuaikan dengan
kebutuhan dan tuntutan masyarakat. Untuk memberikan pencerahan harapan terhadap
tercapainya kepastian dan perlindungan hukum serta keadilan dan kemakmuran
rakyat Indonesia maka harapan itu harus sesuai dengan tujuan pembangunan
nasional. Tujuan Pembangunan Nasional vang dimaksud adalah untuk mewujudkan
suatu masyarakal adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan
Pancasila, serta bahwa hakikat Pembangunan Nasional adalah pembangunan manusia
Indonesia sutuhnya, dan yang menjadi landasan pelaksanaan pembangunan nasional
adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (pasca amandemen).

Dalam Pasal 1 ayat (2) UUPA yang menyatakan bahwa “Seluruh Bumi, Alr
dan Ruang Angkasa, termasuk kekayaan alam vang terkandung di dalamnya, dalam
wilayah Republik Indonesia, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air,
dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional”,

Selanjutnya dalam Pasal 14 avat (1) UUPA memuat ketentuan tentang
penggunaan tanah dan peruntukannya , dengan pernvataan:

"Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) dan (3), Pasal

9 avat (2) serta Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2). Pemerintah dalam rangka sosialisme

Indonesia membuat suatu rencana umum mengenai persediaan, peruntukkan dan

penggunaan bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di
dalamnya:

Untuk keperluan Negara;

2 Untuk keperluan peribadatan dan keperluan-keperluan suci lainnya, serta
dengan dasar Ketuhanan Yang Maha Fsa

3. Untuk keperluan pusat-pusat kehidupan masyarakat;

4. Untuk keperluan perkembangan produksi pertanian, peternakan, perikanan
serta sefalan dengan ity

L1

Untuk keperluan perkembangan industri, transmigrasi. dan pertambangan.”

Pembanguoan industri diarahkan untuk kemandirian perekonomian nasional,
meningkatkan  kesejahternan rakyat, meningkatkan peran serta aktif, efisiensi,
produklivitas masyarakat, serta daya saing dalam menghasitkan barang dan jasa vang
semakin bernilai tambah, melalui peningkatan keterkaitan vang saling memperkuat
dan saling menguntungkan antarn industri besar, industr menengah, dan industri
kecil. Meningkatan keterkaitan antara industri dan perdagangan dengan sektor-sektor
ckonomi lainnya dalam rangka memngkatkan penggunaan pasar dalam negeri dan
perluasan pasar luar nogeri, peningkatan kemampuan-kemampuan rancang bangun,
rekayasa dan konstruksi dengan  memanfantkan teknologi untuk  menghasilkan
produk unggulan bernilai tambah tinggi, Penvebaran lokasi industri ke luar Jawa
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lebih digalakkan untuk mendorong  pengembangan  wilayah keanekaragaman
industri, memperluas lapangan dan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha
serta pemanfaatan sumber daya setempat dengan tetap menjaga fungsi dan mutu
lingkungan hidup.

Menurut Jimly Asshiddigie dalam Syaiful (2013:43) bahwa dinamika kegiatan
ckonomi suatu Negara berkembang semakin terintegrasi dengan perekonomian
regional dan global, maka tidak ada halangan bagi para penentu kebijakan untuk
mencontoh best practice dari Negara lain.

Keterkaitan globalisasi dengan pemikiran teoritik mengenai hubungan Negara,
dengan sumber daya ekonomi, terus berkembang sejalan dengan berkembangnya
paham-paham yang dianut oleh Negara yang bersangkutan. Seara teoritis hubungan
antara Negara dengan sumber daya ekonomi dapat dibedakan menjadi: Pertama,
bahwa Negara sebagai pemilik satu satunya alas sumber daya alam; Kedua, bahwa
Negara bukan pemilik sumber daya alam; dan Ketiga, bahwa Negara dapat memilki
sumber daya alam disamping pemilikan secara individu,

DiIndonesia hak penguasaan Negara bukanlah hak milik {egindom), melainkan
dalam lingkup hukum publik (publickrechtelijk). Penguasaan Negara atas sumber daya
alam oleh Negara, dapat dihubungkan dengan asas domain, vakni setiap tanah yang
tidak dapat dibuktikan kepemilikannyva adalah milik Negara. Sehingga benda vang
tidak bergerak khususnya tanah, berada dalam lingkup kekuasaan Negara, baik dalam

status milik ataupun dikuasa secara administrative ditentukan berdasarkan hal-hal
(Svaiful, 2013: 44) sebagai berikut:

a. Penggunaannya untuk kepentingan masyarakat;

b, Karena sifatnya, maka tidak dapat dimiliki oleh manusia perseorangan;

¢ Secara khusus ditentukan bagi Negara, karena dipergunakan sendiri oleh
Negara;

d. Karena penggunaannya member kemanfaatan umum, dikuasai oleh Negara;

e. Ditentukan oleh hukum Negara.

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 LN Tahun 2000
Nomor 206 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004
pada era kebijakan pembangunan ekonomi salah satunva adalah mengembangkan
kebijakan pertanahan untuk meningkatkan pemanfaatan penggunaan tanah secara
adil, transparan, dan produktif dengan mengutamakan hak-hak ra kyal setempat,
termasuk hak ulayat dari masyarakat adat, serta serdasarkan tata ruang wilayah vang
serasi dan seimbang. Tanah meru pakan salah satu unsur vang sangatl penting dalam
pelaksanaan pembangunan nasional, karena setiap pembangunan baik vang dilakukan
oleh Pemerintah, perusahaan swasta maupun masvarakat tidak lepas dari kebutuhan
akan tanah sebagai wadah kegiatannya.
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Kebijakan di bidang industri di masa lampau (vang antara lain telah menempatkan
bidang industri pada posisi vang sangat diandalkan dan diprioritaskan) itu, dengan
tidak menyebut kebijakan tentang pembangunan industri secara eksplisit dan secara
pusitif, rupanya dalam era pembangunan ekonomi kerakyatan ini akan mengalami
reformasi vang fundamental.

Beberapa bentuk perubahan fundamental (Mustafa, 2013:9), antara lain:

a, Perubahan kebijakan ekonomi nasional ke ekonomi kerakyatan adalah dalam
pengutamaan pembangunan ekonomi pertanian (agroindustri) dalam hal
pemanfaatan tanah dan penggunaan tanah di bidang produksi/ industri, yang
akan diprioritaskan untuk keperluan pertanian (agroindustn}; |

b. Perubahan dalam perlakuan terhadap pelaku ekonominya. Dalam hal ini,
perusahaan yang harus mengutamakan pelayanannya terhadap pengusaha
berskala kecil dan menengah (UMEKM) serta usaha yang berbentuk koperasi,
serta dilakukan tanpa mengabaikan pengusaha berskala besar dan usaha
berbentuk BUMN (Badan Usaha Milik Negara),

Sehingga dengan demikian, pergeseran penetapan prioritas penanganan masalah
diperlukan dalam kebijakan penetapan skala dan bentuk usaha, serta luas area
penggunaan tanah vang perlu dibatasi. Oleh karena itu, masalah yuridis tentang
pengzunaan tanah untuk usaha industri perlu diteliti dan dikaji secara mendasar dan
konseptual.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dirumuskan suatu permasalahan,
yvaitu bagaimanakah aspek hukumnya dalam pengaturan penggunaan hak atas atas
untuk kawasan industri dan untuk kepéntingan umum?

B. KONSEPSI HAK ATAS TANAH DAN INDUSTRIALISASI
1. Hak Menguasai Atas Tanah

Palam UUPA dimuat hubungan antara Negara dengan sumber daya agrarian,
vaitu menempatkan Negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat dalam
kedudukarnya bukan pemilik sumber daya agraria, melainkan hanya menguasainya
saji, sebagaimana vang dinvatakan di dalam Pasal 33 ayat (3) ULD 1945 dan Pasal 2
LILPA 1960

Undang-Undang Pokok Agraria 1960 dengan prinsip nasionalitasnya memberikan
kewenangai vang sangat luas pada Negara melalui Hak Menguasai Negara dan dalam
Pasal 2 ULPA dinyatakan bahwa:

“Avat (2) - Hak Menguasai Negara termaksud dalam ayat (1) pasal ini memberi
wewenang untuk:
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a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukkan, penggunaan, persediaan dan
pemelibaraan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;

b, Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang
dengan bumi, air dan ruang angkasa;

c.  Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hokum antara orang-orang
dan perbuatan hokum mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Avit (3) : Wewenang yang bersumber pada Hak Menguasai Negara tersebut pada
ayat (2) pasal ini digunakan untuk mendapatkan sebesar-besarnya kemakmuran
rakyat, dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat
dan Negara hokum Indonesia yang merdeka berdaulat adil dan makmur,

Avat (4): Hak Menguasai Negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan
kepada daerah-daerah swantatra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar
diperlukan dan tidak bertentangan dengan  kepentingan-kepentingan  nasional
menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah”.

Menurut Sri Hajati dalam Mustofa dan Suratman (2013: 7) bahwa Pasal 2 UUPA
tersebut, telah memberikan kekuasaan yvang besar dan kewenangan yang sangat luas
bagi Negara untuk mengatur alokasi atas sumber-sumber agraria. Eksistensi hak-hak
atas sumber-sumber agraria dan berikut kebijaksanaan alokasi sumber-su mberagraria
menjadi sangat tergantung pada politik hokum dan kepentingan Negara. Walaupun
dengan konsep Hak Menguasai Negara tersebut telah mengha p-us pemberiakuan asan
domein, namun mengingat banyvaknya kasus sengketa agrarian vang menyajikan fakta
begitu rendahnya jaminan kepastian hokum permlikon hak-hak rakyat atas sumber
agraria, maka hal ini muncul persoalan lama, vakni asas domein kembali berlaku lewat
penerapan dan praktik Hak Menguasai Negara.

Berdasarkan pada Hak Mengtiasai Negara ini, kernudian dibuat Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak atas Tanah dan Benda-Benda vang
ada diatasnya. Undang-Undang ini memberikan keabsahan bahwa Negara adalah
perwakilan dari kepentingan umum. Pasal 1 UL No: 20 Tahun 1961 menvatakan
bahwa;

"Untuk kepéntingan umum, lermasuk kepentingan bangsa dan Negara serta
kepentingan bersama dari rakvat, demikion pula kepentingan pembangunan, maka
Presiden dalam keadaan memaksa setelah mendengar Menterd Agraria, Menterd
Kehakiman, dan Menteri yang bevsangkatan dapat mencabut Tk-hak elos tonah dan
benrda-benda yang ada di atusanya”

Atas dasar ketentuan Pasal 2 avat (4) UUPA, wewening hak menguasai dari
Negara tersebut dapat dilimpahian kepada Dacrah Swantatra (Pemerintah Daerah)
dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan
dengan UUPA dan peraturan vang lebih tinggi. Khusus mengenai kewenangan di
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bidang pertanahan, dalam pelaksanannya dilimpahkan kepada Badan Pertanahan
Nasional (BPN) sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor
10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional.

Pembaruan agraria mencakup sualu proses yang berkesinambungan berkenaan
dengan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan
sumberdaya agraria, dilaksanakan dalam rangka tercapainya kepastion dan
perlindungan hokum serta keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia,
Dalam upaya melakukan pembaruan agraria, maka setiap keputusan atau langkahvang
diambil dibidang pertanahan, perairan, mineral, dan sebagainya, harus memperhatikan
3 (tiga) hal (Achmad, 2004: 8), yaitu:

a. Ada proses yang berkesinambungan, yakniadanya kebijakan yang telah diambil
secara kensisten dan terus menerus dilaksanakan. Perubahan kebijakan yang
terlalu sering dilakukan akan menimbulkan ketidakpastian hokum;

b. Proses penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan
pemantaatan sumber daya agrarian. Penataan kembali dimaksudkan sebagai
perubahan steuktur hubungan antara manusia dengan sumber daya alam serta
hubungan antara manusia dengan manusia yang berkenaan dengan sumber
daya alam;

e, Nilai yang melandasinya ialah kepastian dan perlindungan hukum; keaditan
dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.

2.  Industri dan Kawasan Industri

Industrialisasi merupakan konsekuensi logis pembangunan yang merupakan
bagian terpenting bagi setiap proses pembangunan Dunia Ketiga. Industrialisasi di
Indonesia juga merupakan strategi yang tidak bisa ditawar Jagi demi percepatan
transformasi sosial dan tercapainya tujuan pembangunan itu sendin,

Sejak awal, keberadaan strategi industrialisasi tidak bisa dipisahkan dengan konsep
pemabngunan, sebagai suatu alternative mensejahterakan masyarakal. Menurut Rajesh
Chandra dalam Mustafa (2013: 16), babwa industrialisasi dianggap sebagat sesuatu
vang penting karena ia memilki keuntungan-keuntungan obyektif. Keuntungan vang
dimaksud adalah:

a. Bahwa posisi manufaktur sektor industrl rata-rata mempunyal nilai tukar (ferm
of trade) vang lebih tinggi daripada produk pertanian;

b. Kenvataan elastisitas permintasn pendapat (icone demutind elnsticity) produk
manufakiur sektor industid yang jauh lebih tinggi daripada produk pertanian,
khususnya pada konsumen vang berpendapatan tinggi;

L]

Gektor manufaktur terbukti lebih efisien dalam memfungsikan sumber daya
ekonomi ketimbang sektor laimnya, Paling tidak, argumentasi tersebut dapat
dijadikan sebagai bentuk pembenaran dan keharusan untuk melakukan
industrialisasi pada pola pembangunan Indonesia.
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Berdasarkan konsep industrialisasi tersebut maka dapal dilacak dan dikategorikan
menjadi tiga fase, (Rajesh, 199) yaitu:

1) Pandangan vyang dipelopori Clark dan Kuznets, bahwa Industrialisasi
dikatakan berhasil apabila in mempu menggeser orientasi dan cara dalam
berproduksi, dari yang pada awalnya mengandalkan sektor agraris menuju
sektor manufaktur;

2) Pandangan dari Arthur Lewis dan Hollis Chenery (tokoh-tokoh Neo Klasik),
bahwa pandangan ini lebih  memusatkan perhatiannya pada mekanisme
vang memungkinkan perckonomian negar-negara terbelakang mampu
memindahkan sektor perekonomiannya, dari sektor pertanian tradisional
menuju sektor industri manufaktur dengan menggunakan mesin-mesin berat,
yvang hal itu dilakukan secara sengaja dan direncanakan (planned);

3) Pandangan dari Joan Robinson (Cambrige University) dan Cohen & Zysman
(California University), yaitu transformasi ekonomi yang terjadi karena proses
industrialisasi, secharusnya dipahami bukan hanya dalam konteks pergeseran
struktural dari sektor pertanian menuju sektor manufaktur tetapi juga harus
dimaknai sebagai proses dinamika yang terjadi dalam sektor pertanian dan
sektor-sektor lain sebagai pendukungnya,

Secara konseptual, Indonesia termasuk pendukung pada aliran yang pertama,
vakni terjadinya transformasi peranan sektor pertanian terhadap seklor industry,
sekadar untuk memenuhi target pertumbuhan dan pendapatan nasional.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang, vang mengisvaratkan bahwa ruang sebagai wadah yang melipuli
ruang darat, raung laut, dan ruang udara, termasuk raang dalam bumi sebagai satu
kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain, malakukan kegiatan dan
memelihara kelangsungan hidupnva, Dengan sendirinya aka nada pengaruhnya pada
pendekatan hokurm atas tanah. Oleh karena itu dengan pendekatan ruang yang terbatas
dalam ruang penggunaan ruang termaksud, asas fungsi social tetep diperhatikan,
dalami rangka menghindari tinbulnya gangguan yang merugikan kedalam rangka
menghindari  timbulnva  gangguan  yvang  merugikan  kepentingan  masyarakat
sekitarnya, baik viang bersifal fisik maupun psikis.

Sementara itu, berkaitan penggiinaan hak atas tanab-maka tidak terlepas dengan
keberadaan adanyva kawasan industry. Kawasan Industri yang diatur dalam PP No.
24 Tahun 2009 tentang Kowasan Industri (PP Kawasan Industri) diartikan, bahwa;
“Kawasan tempat pemusatan kegiatan industry yang dilengkapi dengan prasarana
dan sarana penunjang ving dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kiwasan
industry yang telah memiliki izin usaha kawasan industri”.

Kawasan Industri dalam aspek hukum tanah yang perlu diperhatikan (Mustata,
20113; 269-270) adalah:
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a) Perubahan atau alih fungsi tanah yang sangat cepat. Artinya, tanah pertanian
banyak yang telah beralih fungsi ke non pertanian. Perlaihan fungsi yang
menonjol dalam 30 tahun terakhit adalah untuk kepentingan perumahan,
perdagangan, dan industry. Setiap tahun diperkirakan peralihan fungsi tanah
ke non pertanian itu telah mencapai rata-rata 42, 000 Ha.

b) Persebaran yang tida merata. Maksudnya, penyebaran kawasan indusiry yang
tidak merata, karena kebanyakan perusahaan kawasan industry berlokasi di
Pulau Jawa. Akibat kondisi yang kurang serasi dan merata tersebut, menurtit
Muh. Hasasan W. dalam Mustafa (2013) kemudian pemerintah membuat
kebijakan bahwa “penyvebaran lokasi industry ke luar Jawa lebih digalakkan
untuk mendorong pengembangan wilayah dan pengembangan industry,
memperluas lapangan kerja dan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha
serta pemanfaatan sumber daya alam setempal dengan tetap menjaga
kelestarian fungsi dan mutu lingkungan hidup”.

¢) Lemalnyn perencanaan. Artinya, pembangunan kawasanindustry di Indonesia
pada umumnya memusat di daerah yang sudah cukup memadai baik sarana
transportasi sebagai sarana untuk kepentingan pengangkutan bahan baku
atau untuk kepentingan pemasaran hasil produksinya, maupun sarana
komunikasinya, Sebagai sarana untuk kepentingan berkominikasi (telepon,
fakesimmil).

C. TEORI-TEORI PERUNDANGAN UNTUK PEMBARUAN
AGRARIA

Perundang-undangan adalah salah satu metode dan instrument ampuh vang
tersedia untuk mengarahkan kehidupan masyarakat menuju cita-cita yang diharapkan
Perundangan (wetgeving, gezelsgebung, legislation) mengandung arti: pertama, sualu
proses pembentukan peraturan-peraturan Negara dari jenis tertinggi vaitu uncdang:
undang (wet, grzefs, ctatuly) sampai yang terendah, yang dihasilkan secara atribusi
atau delegasi dari kekuasaan perundang-undangan (wetgevende mactly, gezelsbonde
weialh, logislntioe potver); dan kedua, merupakan suatu kescluruban produk peraturan-
peraturan Negara tersebut.

Tuntutan dan kecenderungan keterbukaan dan demokratisasi dalain sagala
lapangan kehidupan (ekonomi, politik, spcal, budaya) melalul gevakan reformast,
mendorong perlunya hukum yang lebih responsive terhadap pemenyhan geseran
penekanan dari aturari-aturan ke asas dan pencapaian subtantil, bikan sekadar
keadilan prosedural,

Menurut Mukhtie Fdjar (2003 18), bahwa tipe hukurn responsive. mempunyal
komitmen kepada hukum berprespektifl konsumen, yaitu:
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1. Hukum yang memperhatikan target-target manusiawi;

2. Hukum yang menyentuh kebutuhan manusia sutuhnya (fisik, psikis dan milik);
3. Hukum vyang memenuhi tuntutan kebutugan-kebutuhan rakyat pada
UIUmnYa;

4. Hukum yang tanggap atas kasus-kasus individual.

Teori Jenjang Norma Hukum (Stufen Theorie)

Teori ini dikemukakan oleh Hans Kelsen, menurutnya bahwa norma-norma
hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki tata susunan, di
mana suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma
yang lebih tinggi, norma lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma
yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat
ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotetis dan fiktif, vaitu norma dasar (grundnorm).

Teori Hukum Dua Wajah (das Doppelte Rechtsanlitz)

Teori ini dikernukakan oleh Adolf Merkl, menurutnya bahwa suatu norma hokum
itu ke atas bersumber dan berdasar pada norma yang diatasnya, tetapi ke bawahia juga
menjadi dasar dan menjadi sumber bagi norma hokum dibawahnya sehingga suatu
norma hukum ity mempunyai masa berlaku (rechskracht) yang relative. Karena masa
berlakunya suatu norma hokum itu tergantung pada norma hukum yang berada di
atasnya sehingga apabila norma hokum yang berada di atasnya dicabut atau dihapus,
maka norma-norma yang berada di bawahnya tecabut atau terhapus pula.

Palam hal tata susunan/ hierarki svstem norma, norma vang tertinggl (norma
dasar) itu menjadi tempat bergantungnya norma-norma di bawahnya sehingga apabila
norma dasar it berubah, maka akan menjadi rusaklali svstem norma yang berada di
bawahnyva (Maria, 1998: 25).

Jenis dan hierarki Perturan Perundang-undangan sebagaimana diatur dalam
Pasal 7 avat (1) UU No. 12 Tahon 2011 tentang Pembentukan Peratoran Merundang-
Undangan, adalah:

a. UL 1945;

b Top MI'R:

¢, UL/ Peraturan Pemerintoh Pengganti Undang-Undang;
i, Peraturan Pemerintah;

¢. Peraturan Presiden;

f. Peraturan Daerah Provins;

g Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

JURNAL ILMIAH 27 Vol 1% Na. 2 Tahun 2014



Perlunya pengungkapan adanya hierarki peraturan perundang-undangan ini,
dimaksudkan untuk memberikan batasan bagi daerah yang setiap akan membuat
aturan peraturan daerah (FERDA) maka harus selalu mengacu pada jenjang diatasnya
dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Artinya, peraturan
yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.
Sehingga dengan dilanggarnya ketentuan tersebut maka peraturan yang lebih rendah
dapat dicabut atau dihapus oleh peraturan yang lebih tinggi.

D. PENGGUNAAN DAN PENGADAAN HAK ATAS TANAH
UNTUK KEPENTINGAN UMUM

Agar penggunaan tanah benar-benar dapat meningkatkan kesejahteraan dan
kemakmuran rakyat, maka tindakan vang dapat dilakukan (Mustofa, 201 3: 63) adalah:

1. Mengusahakan agar tidak terjadi penggunaan tanah vang salah tempal.
Maksudnya, setiap ada kegiatan yang memerlukan tanah harus diperhatikan
mengenai data kemampuan fisik tanah untuk mengetahui sesuai-tidaknya
kemampuan tanah tersebut dengan kegiatan yang akan dilaksanakan;

]

Mengusahakan agar tidak terjadi penggunaan tanah yang salah urus. Artinya,

setiap pihak baik perseorangan, masyarakat maupun badan hukum dan

lembaga pemerintah harus melaksanakan kewajibannya memelihara tanah
yang dikuasainya. Hal ini untuk mencegah menurunnya kualitas sumber daya
tanah vang pada akhirnya akan timbul kerusakan pada tmah tersebut;

3. Mengusabakan adanya pengendalian terhadap perkembangan  kebutuhan
masyarakat akan tanah, Pengendalianini penting dilakukan untuk menghindari
konflik kepentingan dalam penggunaan tanah;

4. Mengusahakan agar terdapat jaminan kepastian hukum bagi hak-hak atas

tanah warga masyarakat, Jaminan kepastian hukum ini penting untuk

melindungi warga masvarakat vang tanahnya diambil untuk kepentingan
proyek pembangunan

Dengan  diundangkannya Undang-Undag Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pernerintah Daerah (UL PEMDA), maka kewenangan PEMDA mencakup juga
mengenai bidang pertanahan, seperti vang disebutkan dalam I'asal 13 avat (1) dan
Pasal 14 UL PEMDA vang menyvatakan bahwa kewenangan daerah kabupaten dan
daerah kota mencakup semua kewonangan pemerintah. Kewenangan itu adalaht

a. Mengatur mengenai persediaan, penggunaan, dan peruntukkan tanah di
wilavah baik untuk kepentingan perseorangan, kepentingan perseorangar,
kepentingan  sosial, keagaman, kepentingan,  pertanian, industri serta
kepentingan daerah dan Negara;
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b. Melakukan perencanaan penggunaan tanah yang meliputi penggunaan atas di
atas dan di bawah tanah sesual dengan batas-batas peruntukkannya;

¢. Mengatur pola hubungan antara tanah dengan manusia warga dengan
penduduk di daerah;

d. Mengatur hubungan antara manusia dengan manusia berkaitan dengan tanah
di wilayahnya termasuk mempersiapkan kelembagaan agar hubungan hokum
vang terjadi dapat terjamin pemenuhannya,

Peranan dan kewenangan sepertl ini tampaknya secara social politik masih
diperlukan karena masyvarakat Indonesia setelah mengalami dampak negative dari
politik pertanahan selama Orde Baru masih sangat rentan bagi kemungkinan terjadinya
disinbegrast dan munculnya keinginan untuk memisahkan diri.

Dengan demikian, pemberian otonomi dapat member peluang kepada masyarakat
lokal berpartisipasi dalam penyusunan aturan dan kebijakan pertanahan di daerah,
sehingga keinginan dan aspirasi mereka dapat terakomodasi, Jika kondisi seperti ini
dapat diwujudkan, maka otonomi daerah akan dapat mengarah pada pengaturan
penguasaan dan penggunaan lanah untuk kesgjahteraan masyarakal di daerah
tersebut. Serta untuk mendukung perwujudan kesejahteraan masvarakat lokal dapat
dikembangkan pemberian otonomi di tingkat desa atau di masyarakat hukum adat,

Pragmatisme Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah
bagi Pembangrunan untuk Kepentingan Umum, vang disahkan tangga 14 Januari 2012
sealah-olah tenggelam oleh kasus-kasus sengketa/ konflik pertanahan yang begitu
massif dan komplek. Keberadaan dan pengaturan pengadaan tanah dalam UUTTRU
ini sangat tepat. Namun, masih menyisakan beberapa catatan. Catatan yvang di maksud,
(Musiofa, 2013; 227) adalah:

1) Jadwal keseluruhan proses pengadaan tanah kurang dari 2 ahun;

2) Pendataan awal sampai konsulatasi publik berlangsung selama 4,5 bulan;

3) Keberatan terhadap lokasi pembangunan vang tidak berhasil ditangani
CGubernur diselesaikan melalul PTUN sampai kKeputusan MA, menmkan waktu
kurang lebih selama 4 bulan;

4) Tahap invenlansast spmpai revist data selama 2,5 bulan;

5) Tahap pemberian ganti rugi, apabila ada pihak yang keberatan dapat
menempuh jalur hukom melalul PN setempal samipai kasasi, vang, ditempiih
sekitar 4 bulan.

Sesual konsepsi hukum tanah nasional, pada prinsipnya perolehan tanah harus
dengan cara musvawarah. Artinya, masyarakat melepaskan tanahnya secara sukarela
dengan memperoleh ganti kerugian. Apabila untuk kepentingan umum, stmua upavi
untuk mencapai musyawarah gagal, sedangkan lokasi pembangunan tidak dapat
dipindahkan ketempat lain (eksploitasi migas), maka ditempuoh acara pehcabutan bk
atas tanah (UU No. 20 Tahun 1961 jo. UUPA 1961),
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Oleh karena hak atas tanah juga merupakan hak perorangan (dihormati), apabila
untuk kepentingan umum menghendaki musyawarah dap menemui kegagalan,
sedangkan lokasi tidak dapat dipindah, demi memenuhi asas keseimbangan antara
kepentingan umum dan kepentingan perorangan, maka hak atas tanah dapat dicabut
v proses yang berujung pada keputusan presiden, Permasalahan terkait ganti
kerugian dapat ditempuh melalui PT, yang putusannya bersifat final dan mengikat
(PP No. 39 Tahun 1973).

E. KEBUTUHAN PEMBAHARUAN HUKUM PENGADAAN
TANAH MENDESAK

Kebijakan pertanahan yang berlaku selama ini sangat septralistik dan pelaksanaan
pencabutan, pembebasan hak atas tanah cenderung otoriterserta peraturan perundang-
undangan vang berkaitan tidak mengakomodasi kepentingan warga masyarakat
dan hak-hak asasinya, Melalui pembaharuan, diharapkan kebijakan pertanahan
yang bersifat sentlistik ini sudah tidak bisa lagi dipertahankan. Seharusnya politik
pertanahan yang sentralistik dan otoriter ini diarahkan ke politik pertanahan yang
desentralistik dan responsive, dengan nuansa demokratis. Pelaksanaan  ketentuan
perundang-perundangan tidak hanya bersandar pada hukum apa adanyva (the law
s i is), tetapi harus merspons keadaan sasial atau hukum vang seharusnya {the law
as it ouglt to be). Hukum itu tidak hanya berkembang dengan logika tertutup, letapi
harus dapat mengambil nilai-nilai baru dari masyarakat dan dengan memperbahrui
peraturan sedemikian rupa schingga sesuai dengan keadaan dewasa ini (Ardian, 2008
290,

Ketentuan peraturan perundangan mengenai peticabutan, atau pembebasan
hak-hak atas tanah untuk kepentingan umum (seperti industri migas) yang berlaku
sekarang, perlu dirumuskan kembali sesuai dengan nilai-nilai sosial yang berkembang
dewasa ini, antara lain:

1. Pendefinisian yang konkret tentang pengertian " kepentingan wmum” menurut
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

B

Keadaan peraturan sekarang hanyd ditentukan penggantian kerugian terbatas
kg masyarakat pemilik tanah ataupun penggarap tanah, atau ahli warisnya
Sehingga ketentuan ini tanpa memberikan perlindungan tehadap warga
masyarakat bukan pemilik, seperti penvewa atau erang yang mengerjakan
tanah, vang menguasai dan menempali serta menggunakan tanah, Disamping
itu, hak ulayat yang dibebaskan untuk kepentingan umuim, masyarakatadatnya
Warus mendapat perlindungan dan kentribusi dari pembangunannya itu, serta
recognitie sebagai gantl pendapatan, pemanfaatan dan penguasaan hak ulayat
mereka yang telah digunakan untuk pembangunan;

3 Pelaksanaan musyawarah tidak dilakukan sesuai alur dan patut. Masyarakat
vang terkena pembebasan tanahnya berada dalam posisi yang lemah sehingga

CAKRAWALA HUKUM 30 Vol IX No. 2 Tahun 2014




perlu ada pendampingan (legal aids) dari lembaga LSM/ LBH. Peran lembaga
ini untuk mendampingi masyarakat dalam menentukan bentuk dan besarnya
ganti rugi vang layak untuk diberikan kepada masyarakat yang terkena
pembebasan tersebut;

4. Dalam ketentuan hukum yang berlaku sekarang, para warga vang terkena
pembebasan tanah dapat diberikan ganti rugi dalam bentuk uang atau tanah
pengganti dan permukiman kembali, atau gabungan dari dua atau lebih bentuk
ganti rugi tersebut;

5. Setiap perselisihan vang terjadi dalam penentuan bentuk dan besarnya ganti
rugi, penyelesiannya ADR (Alternative Dispute Resolution), vaitu melului
musyawarah, negosiasi dan mediasi. Jika gagal, maka ditempuh melalui proses
yudisial ke pengadilan (ultimwm remiditn);

6. Panitia pencabutan hak-hak atas tanah harus juga bertanggung jawab terhadap
upaya pemulihan kondisi sosial ¢konomi masyarakat yang terkena dampak
pembebasan. Juga dilibatkan masyarakat dan LSM/LEH.

Menurut Syarifuddin Kalo dalam Adrian Sutedi (2008; 292) bahwa dalam unidang-
undang pelepasan hak-hak atas tanah masvarakat yang dicita-citakan untuk masa
depan, harus diadopsi asas kesepakatan, asas kemanfaatan, asas kepastian hukum,
asas keadilan, asas komunikasi hukum, asas musyawarah, asas keterbukaan, asas
keikutertakan, asas kesetaraan, dan asas minimalisasi dampak dan kelangsungan
kesejahternan ekonomi,

Beberapa asas tentang pelepasan hak-hak atas tanah yang terpenting dalam
pelaksanaanya terhadap para pihak, antara lain:

a. Asas Kemanfaatan, bahwa pelepasan hak atas tanah masvarakat untuk
kepentingan umum harus dapat member manfaal bagi vang membutuhkan tanah
dan masyarakat yang tanahnya dibebaskan serta masyarakat pada umumnva,
Dengan adanya pengadaan tanah untuk kepentingan umum dapat terwuajud, maka
pembangunan dapit dilaksanakan sesuai dengan réncana peruntukan berbagal
fasilitas kepentingan umum. Di samping itu, pihak warga masvarakat pemilik
tanah dapat diberikan ganti rugi vang layak atau dapat diberikan tanah penggEanti
dan permukiman kembali sehingga tingkat kehidupan social ckonominya dapal
menjadi lebih baik dari sebelum tanab dicabut atau dibelaskan:

b. Asas Kepastian Hukum, bahwa pelepasan hak atas tanah masyarakat dilakukan
dengan cara-cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingaa
dapat bérjalan sesuai dengan kétentuannya dan dipatuhi oleh masyarakat, dan
semua pihak vang tekait dapat dengan pasti mengetahui hak-hak dan kewajiban
masing-masing, agar peraturan itu dapa bermakna social, dalam arti dapat benar-
benar terwujud sebagai perilaku varig tiil;
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¢. Asas Keadilan, bahwa dalam pelepasan hak atas tanah masyarakat diletakkan
sebagai dasar bentuk dan besarnya ganti rugi yang harus diberikan kepada pemilik
tanah dan orang-orang vang terkait dengan tanah yang dilepaskan haknya tersebut.
Konkritisasi dari asas keadilan ini dalam hal pelaksanaan ganti kerugian, bahwa
kandisi social ekonomi mereka minimal setara atau idak menjadi lebih miskin dari
sebelumnya. Sisi lainnya, bahwa prinsip keadilan bagi pthak yang membutuhkan
tanah agar dapat memperoleh tanah sesuai dengan rencana peruntukannya dan
memperoleh perlindungan hukum. Keadilan menurut Teori Aristoteles tentang
distributive and corrective fustice, yaitu:

1) Keadilan yang sifatnya merata (distributive justice) dikaitkan terutama dengan
alokasi hak-hak, kewajiban dan beban (tanggung jawab) di antara para anggola
komunitas agar dapat terjamin keseimbangan;

2) Keadilan yang sifatnya pembenahan atau perbaikan (correchive justice)
mengoreksi setiap ketidakseimbangan dalam komunitas dengan pemulihan
kesamaan dalam hal apapun vang ada sebelum kekeliruan berlangsung
(Adrian, 2008: 294),

Dalam pelaksanaan penegakan hukum tentang pengadaan tanah untuk kepentingan
umum, menurut  Lawrence Friedman dalam Adrian (2008) perlu diperhatikan,
bahwa system hukum itu terdapat tiga elemen yaitu structure, substance, dan culture.
Struktur (structure) dalam suatu sistem hukum, misainya mengenal kedudukan dari
legislative, cksekutif, dan yudikatif. Adapun substansi (substanee) dari system hokum
adalah mengenai norma, peraturan maupun undang-undang. Sedangkan budaya
(culture),adalah merupakan budaya hukum vang berarti pandangan, kebiasaan
maupun perilaku dari masyarakat

Berdasarkan konsep tersebut, maka dalam pelaksanaan ganti rugi dalam pengadaan
tanah, pencabutan, pembebasan dan pelepasan hak atas tanah tidak sekadar dilakukan
sesuai dengan sturktur dan substansi hukum yang berlaku, tetapi harus memperhatikan
budaya hukum masyarakat dan nilai-nilai serta pengharapan masyarakat terhadap
sistern hukum yang berlaku. Termasuk oleh praktisi hukum (hakim, Jaksa, dan
Pengacara/ Advokat) yang bekerja di dalam sistem hukum itu sendiri, karena keliga
profesi hukum tersebut vang akan berhadapan dalam penyelesaian kontlik antara
masyarakat pemillk tanah dengan yang membutuhkan tanah,

F. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dirumuskaan beberapa
tekomendasi dalam penggunaan dan pengadaan hak atas tanah pada kawasan industry
untuk kepentingan umum, yaitu pertama, mengedepankan landasan filosofis bangsa
sebagal paradigma nastonal untuk dimanefestasikan secara konkret di lapangan,
dalam upaya memngkatkan dan sekaligus mewujudkan keadilan sosial bagi selurub
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rakyat Indonesia; kedua, pembentukan peraturan hukum yang dimaksud harus
mengedepankan aspirasi masyarakat local dan untuk selanjutnya ditetapkan melalui
lembaga vang berwenang dalam bentuk undang-undang, dan ketiga, pengaturan
pengadaan dan penggunaan hak atas tanah harus memperhatikan asas kemanfaatan,
asas kepastian hukum dan asas keadilan secara serasi dan seimbang,
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